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PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

NOMOR 3 ! TAHUN 1988,

TENTAHNG
- PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI

~ DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN DALAM BIDANG
PERBURUHAN KEPADA DAERAH TIMGKAT II

DEMCAN REHHAT TUHAN YANG MAHA ESA
CUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

1 a. bahwa buruh merupakan salah saty potensl yang mempunyal pe-

ranan venting dalam menyukseskan pembangunan di Sumatera Se-

ladan, oleh sebab ity perlu adanya pembinaan ya&g leblh tee-
arahj

b, bahwa dalam rangka meningkatkan usaha pembinaan dan kesejah-
teraan buruh secara menyeluruh dan merata sebagal salah satu
Upaya untuk mewujudkan titik berat otonemi yang”nynta dan
hartangﬁunﬁ Jawab pada Daerih Tingkat II dipandang perly un-
tuk menyerahkan sebagian urusan Pemerintah Propins{ Daerah

Tingkat I Sumatera Selatan dalam bidang perbu;uhan kepad; Da-
erah Tingkat II; '

. bahwa_u#;uéi ﬁéngan ketentuan pasal 8 ayat (1) Und;ng|Ungang
Nomor 5 Tahun 1974, pelaksanaan penyerahan urusan tersebut
narus diatur dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomar 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerin-
tahan Di Daeran;

2. Undang Undang Nomor EE-Tahun 1959 tentang Pembentu

kan Daerah
Tingkat I Sunatera Selatan;

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Mengenai Tenaga Kerja;

+ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 14 Tahun 1958
tentang Penyerahan kekuasaan,

Tugas dan Kewa}iban Mengenal
Urusan-Urusan Kesejaht

eraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur
dan Pemberian Kerja Kepada Penganggur Kepada Daerah-Daerah;

ST-Feramﬂraﬂ—ﬂa&rah—ﬂuapinﬁimﬁaafah—iiﬂgkat—l—sumatera—Sgﬁ&kﬂny

Honor 6 Tahun 1979 tentang Susunqg,ﬂrganisa&i’ﬁgﬁ'}ata Kerta

Dinas Perburuh erah'??bﬁinsi Daerah ¥ingkat I Sumatera
Tatan—
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Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan. :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAM DAERAH PROPINSI DAERAM TINGKAT I SUMATERA SELATAN

TENTANG PEMYERAHAN SEBAGIAN URUSAM PEMERINTAH PROPINSI DAE-

RAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN DALAM BIDAMG PERBURUHAN KEPADA
DAERAH TINGKAT IT.

BAB I
KETENTUAN  UMUM
Pasal 1

Dadam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Ting-
kat I Sumatera Selatan; ' '

b. Gubernur Kepala daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Ting-
kat I Sumatera Selatan;

. Dinas Perburuhan adalah Dinas Perburuhan Propins{ Daerah
Tingkqt I Sumatera Selatan;

d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propins{ Daerah
Tingkgt I Sumatera Selatan tentang Panyerahqn Eeﬁagian Urus
an Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatc;a Belatan
Dalam Bidang Perburuhan Kepada Daerah Tingkat II;

e. ﬁaqrah Tingkat I adalah Propinsl Daerah TingkatI Eumatq;a
Selatan; '

f. Daerah Tingkat II adalah Habupatenfkatamadya Daerah Ting-
kat II dalam Propins! Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;

9. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Keiop5einin 7

Sumatera Selatan;

h. Buruh adalah orang yang bekerja pada Peéngusaha dengan mene-
rima imbalan upahy

I'. Perusahaan adalah tempat buruh pgl

‘el Ja fenghasilkan barang
atau fasa;

3+ Penganggur atau setengah Penganggur adalah orang yang ma-
merlukan bantuan lapangan pekerjaan;

K. Usaha Kesejahteraan Buruh adalah usaha

-usaha penyelenggara
an kebutyhan rohani dan fasmani buruh;

1. Pengusaha...l..........
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1. Pengusaha adafah orang atau badan yang mempeker falkan buruh;
BAB 1II
URUSAH YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH TINGKAT II
Pasal 2 .

Dengan tldak mengurang! pertanggung Jawaban Gubernu.' Kepala Darrah
atas pembinaan dibidarg perburuhan, kepada Daerah Tingkat II dise-
rankan sebaglan tugas dan wewenang pengurusan dibidang perburuhan

sesual dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah inf{.

(2)

Pasal 3 4+—

Urusan yang diserahkan sebagalmana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan

Daerah in! adalah Bidang Usaha-Usaha Kese}ahteraan ﬂhruh dan Bi-

dang Kesejahteraan Pengangguran serta Pemberian Kerja Eﬁpada Pe-
nganggurISat;ngqh Penganggur,

Bidang Usaha-Usaha Kesejahteraan Buruh

3. Menlngkatkan keterampilan buruh, termasuk buruh Wanita sesual
dengaﬁ'prqpealnyai

h. Membina Pertumbuhan koperasi buryh dengan tujuap untuk me-
ningkatkan kesejahteraan buruh yang berpenghasilan rendah;

¢. Mengadakan pendidikan pengurus koperasi buruh df Ferusahaan:

d. Memberikan bantuan modal dan peralatan lainnya kepada kope-
rasi huruh;

e, Henyelenggarakan bimbingan dan Pengawasan terhadap Pasilitas

Kesejahteraan buruh, baik materiel maupun spirituil pada per-
usahaan-perusahaan swasta;

f. Berusaha memajukan kesefahteraan buruh di dalam maupun di luar
perusahaan dengan Jalan memberikan bantuan dalam penyelenc=a-
raan perusahan bupuh, hﬁl;i-penguhatan,-hiburan, olahraga buruh,
panitipan hayiikanak-kanak, pendidikan, balai istirahat buruh,
balal pertemuan,yu:uh~dgn temﬁat heribadéh;

g. Henyelenggarakan Ceramah-ceramah Keluarga Eerencana,
dukan dan lingkungan hidup serta kursus
nya dengan kesejahteraan buruh;

Kependu-
~kursus yang erat kaitan

i\ﬁi;;henyelenggarakan pendaftaran terhadap panyalenggaraan'kesejah-

teraan buruh darg herusahaan-parusahaan swastaj v

1. Menyelenggarakan pendaftaran/pembinaan terhadap Organisast bu-

ruh yang ada pada pérusahaan 5wasta!Pemerintah;

A Menyelenggarakan. . ... ‘e

b
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Bidang Kesejahteraan Penganggur dan Pe
gur/Setengah Penganggur;

a.

b.

c.

U

» Memberikan subsicd!
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Menyelenggarakan pertemuan-pertemuanmdengan Organisa

dan pengusaha dalam rangka usaha memajukan kesefahteraan
buruh;y

+ Memberikan bantuan blaya/peralatan terhadap Organisasi bupuh

yang ada pada perusahaan swasta/Pemerintah;

Menyelenggarakan pendidikan, pengurus Unit Kerja/Serikat Pe-
kerja Seluruh Indonesia dengan tujuan untuk membanty Serikat

Pekerta yang sah, agar menjadi Organisasi Yang kuat dan sehat
berdasarkan Hubungan Industrial Pancasila (HIP);

» Membantuy mensukseskan program Asuransi Sssial Tenaga Kerja

(ASTEK) khususnya bagt Tenaga Kerja Borongan, musiman dan ha-
rian lepas;

Mengadakan lomba Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Kesejahte-
raan buruh (lomba 3 K ) pada perusahaanaperusqhqan;

Bekerjasama dengan Instansi-Instanst yang terkait untuk mem-
bantu lembaga-lembaga dalam usaha memajulkan esefahteraan buruh.

mberian Kerja_Kegada Pengang

Mengadakan Inventar{sasi Jumlah angkatan kerja/pencari Kerja

‘yang maslh menganggur d! Daerah daerah Tingkat IIy

Member | kan Informasi Pasaran kerjta (IPK), mencarl!ﬁunsurvuy

lowongan Kkerja Yang perlu diisi sesuai dengan ketentyan yang
ada dl_Péiﬁsahaan; :

Mengadakan pengawasan terhadap tenaga kerja Yang diserap dalam

proyek-proyek pembangunan baik Nasional, Reglonal dan Lokal;

1kan pelerjaan kepada sebanyak mung
kin kaum Penganggur untuk menyelenggarakan usaha

-usaha produk-
tif yang bermanfaat bagi masyarakat setempat;

Hember {kan bantuan kepada Penganggur!setengah Penganggur untulk

meringankan beban penghidupan mereka;

Pasaran kerjajg

Memelihara Kemampuan keria Penganggur dengan

rakan knulahragaup, kesenian, hiburan,
dan pendidikan umumg

Jalan menyelengga-
pemberantasan buta huruf

h. Henyelenggarakﬂn.---...
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h. Menyelenggarakan latihan keterampilan bagi para penganggur dengan
Mobile training Unit (MTU) Kkhususnya di Daerah Pedesaan vang tauh
dari bengkel kerja di Daerah Tingkat II;

L. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengerahan tenaga antar

kerja antar Daerah (AKAD), dan Antay Kerja Antar Negara (AKAN) di
Daerah Tingkat I1,

}. Mengadakan Ker jasmaa dengan Instansi-Instansi yang terkalt dalam

usaha kesejahtaraan pPenganggur, ‘pamberian kerja kepdda penganggur/
setengah Penganggur di Daerah Tingkat IT,

Pasal 4

Pemarintah Daerah Tingkat II menyelenggarakan pembinaan terhadap urusan
Urusan yang telah menfadi kewenangannya serta melaporkan hasilnya sae
cara berkala kepada Cubernur Kepala Daerah cq. Dinas Perburuhan,

BAB IIT
KEPEGAWATIAN

_ Pasal s

(1) Dengan tidak mengurangi hak Daerah T
gawal Daaruﬁ ;qbagiim&na dimaksud da
dang-Undang Nemor § Tahun 1974, maka
nang, tugas dan kewajlban Daeraﬁ Ting
sebagalmana dimaksud dalam pasal 3

Ingkat II untuk mengangkat Pe-
lam pasal 50 dan pasal 51 Un-
untuk menyelenggaralcan wewa-
kat II mengenal u&usin-urusan
» Setelah mendengar pertimbangan
n Keputusan Gubernur Kepala Dae-

(2) Ha;—hal vang hﬁrhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut nleh Gubernyr
Kepala Daerah sesuaf dengan ketentuan vang berlaky

BAB v
SUMBER PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN
Pasal [

Untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban mengenal urusan

perburuhan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II,
Sanaan penyerahan, Sepanjang mengenal sumber pembiaya
ris, balk bergerak maupun tidak bergerak
gunakan oleh Dagrah Tingkat II diserahkan
garaan urusan-urusan perburuhan Daerah Tin

pada saat pelak
an dan Inventa-
yang telah berads dan diper-

’ pﬂﬂlal ?|11li-it|i’
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Pasal 7
Berbagal pungutan Retribust dibidang perburuhan yang menjadl wawge-
nang Daerah Tingkat II, diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Dae-

rah, dengan mengindahian petunjuk yang diberikan oleh Cubernur Ke-
pala Daevs':,

BAB vV
ORGANISASTI

Pasal &8
Setelah terlaksananya penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal
10 maka di Daerah Tingkat IT dapat dibentuk Dinas Perburuhan Dae-

rah Tingkat II sesyal dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri.

Pasal 9 :
Pembentukan, Susunan Organisas! dan Tata Kerja Dinas Perbyruhan Dae-
rah Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II dan
mulal berlaku setalah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Dagrah,

BAB vI
SERAH TERIMA
Pasal 10

Serah terima secara nyata dari urusan-urusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dilaksana -

San-urusan dari Daersh Tngkat I kefada Daerah Tingkat II
utang, barang-barang
inventaris dan sebageainya,

(2) Serah te:;:ifgghagaiﬁgg; dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dila-
kukan :: Gubernur Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah ke-

BDAB VII
ATURAN. PEHALIHAH
Pasal 11

Sepanjang penyerahan urusan-urusan

3 dan pasal 10 belyn dilaksanakan secara nyata sesual dengan ke-

tentuan yang berlalku, maka pengelolaan urusan-urusan tersebut tetap
dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah,

sebagaimana dimaksud dada pasal

E’qB l'll'I-rI'!'llt'llll'itl.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

T Pasal 12
lal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah inl, akan ditetapkan
lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur Ke

pala Daerah, s -
nal pelaksanaannya. r Sepanjang menge

Pasal 13
Peraturan Daerah inl mulal berlaku pada tanggal diundungkan
Agar setlap orang mengetahulnya, '
Daerah Ini dengan penempatannya d
Tingkat I Sumatera Selatan,

memerintahlan pengundangan Peratﬁran
alam Lembaran Daerah Propinsi Daerah

Palﬁmhang; " :lﬂ ] Ev L l.'l 19'58!'

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT |
PROPINSI TINGKAT | SUMATERA SELATAN. SUMATERA SELATAN,
KETUA,
dto
dto

HAJI SAINAN SAGIMAN
H. ZAINAL ABIDIN NING

DISAHKAN:
DENGAN SURAT KEPUTUSAN MENTERT DALAM NEGERT
TANGGAL 200842088 4444 NOMOR: 98026707,

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
DAN OTONOMI DAERAH.
SIAGLETRRIG i -

cap / dto

‘Ir. SUJT L kn o
DIUNDANGICAN
DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN,

NOMOR i'léiug‘..‘ TAHUN /?ﬁw
o8 s g B T S e

I

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

dto

(DRS. H. ACHMAD MAHALLI)
NIP. 440003062




